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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT. melalui berkat dan perkenaan-
Nya. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sidenreng Rappang dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu dokumen
perencanaan yang dijabarkan selama lima tahun yaitu 2025-2029. Dokumen ini disusun dengan
mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017 dan Peratuaran Daerah Nomor 10 Tahun 2024
Tenang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, serta dalam rangka penyusunan
penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah  Tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten
Sidenreng Rappang.

Dengan tersusunnya dokumen ini kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman dan
penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya serta dokumen evaluasi Badan

Kesatuan Bangsa dan Pollitik. sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

Agustus 2025
an Bangsa & Politik
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BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan Kabupaten Sidrap merupakan
salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak antara 3°43-4°09 Lintang
Selatan dan 119°41-120°10 Bujur Timur. Adapun Kabupaten sekitar yang berbatasan langsung
antara lain: Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang di sebelah utara, Kabupaten Luwu
dan Kabupaten Wajo sebelah timur, Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare sebelah Barat dan
Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng di sebelah Selatan, Luas wilayah Kabupaten Sidrap
tercatat 1.883,25 Km persegi. Kondisi topografi sebagian besar wilayah berupa dataran rendah
sehingga membuat daerah ini sangat cocok bagi pengembangan sektor pertanian khususnya
tanaman padi.

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkajene Sidenreng. Kabupaten ini
memiliki luas wilayah 2.506,19 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 250.000 jiwa.

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m — 1500 m dari
permukaan laut. Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah
datar seluas 879.85 km? (46.72%), berbukit seluas 290.17 km?2 (15.43%) dan bergunung seluas
712.81 km2 (37.85%). Selain penghasil utama beras di Indonesia Bagian Timur, daerah ini
juga merupakan penghasil utama telur ayam dan telur itik di luar Pulau Jawa. Komoditas
pertanian lainnya adalah kakao, kopra, mete dan kemiri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Merupakan salahsatu unsur Perangkat daerah yang
berbentuk badan yang berbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang, dimana tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik memiliki
peran dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, dengan tujuan
untuk menciptakan kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang selalu kondusif.
Untuk mencapai semua itu diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang strategis
sebagai bahan acuan dalam penentuan Kebijakan-kebijakan selama tiga tahun kedepan.

Penyusunan renstra Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang
Bepedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten

Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen publik yang menjabarkan Visi dan Misi Kepala

1



Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Tugas dan Funsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politit Kabupaten Sidenreng Rappang. Visi Kepala Daerah yang terpilih adalah : “Kabupaten
Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”. Dan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan
Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan,
Peternakan Dan Perikanan

Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha,
Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Misi 3 : Mengembangka n Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan
Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua

Misi 4 : Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakata n Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat
Dan Religius

Misi 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digita

Misi 7 : Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah merumuskan kebijakan

di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan berdasarkan misi kepala daerah

yang ke-5 vyaitu “Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Kondusif,

Berbudaya, Beradat dan Religius. ”

Dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sidenreng
Rappang Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Rencana Strategis Provinisi Sulawesi Selatan
Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) pada
setiap tahunnya untuk selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Angaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum yang melandasi penyusunan renstra ini adalah:
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Nomor tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembagunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4275);

5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2
tahun 2008 tentang partai politik;

6) Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial;

7) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

10) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

11) Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
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Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangn Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18) Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Rencana Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Derah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivesi
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;

22) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);

23) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 disusun
dengan maksud :

1) Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029

2) Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan , sasaran, program, kegiatan,
dan sub kegiatan serta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
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Sidenreng rappang

1.3.2 Tujuan
Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-

2029 ini yaitu:

1) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten
Sidenreng Rappang, Sehingga akan bermanfaat bagi proses Perencanaan,
Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sidrap.

2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidenreng Rappang yang membuat program dan kegiatan.

3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas upaya pembinaan dalam penyelenggaraan
pemerinahan khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

4) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian

tujuan, sasaran dan kebijakan pembagunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sidenreng Rappang 2025-2029 adalah:
Bab | Pendahuluan

Pada bagian inidi jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra
Perangkat Daerah;

2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan
produk hukum;

3. Menguraikan maksud dan tujuan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;

4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing
bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

Bab Il Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
1. Menyajikan data-data dan informasiterkait pelaksanaan urusan yang menjadi
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tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksnaan urusan 5(lima)

tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnyayang relevan

sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasiyang disajikan dianalisis deskriptif dan

analisis diagnostik.

. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksnaan urusan yang menjadi tanggung jawab

PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaia IKU dan Indikator

kinerja kunci (IKK).

. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar

dinarasikan kesimpilan datanya (bukan narasikan data)

. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan
tupoksinya)

d. Kelompok sasaran layanan perangkat daerah

e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (Jikalau ada);

f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada); dan

g. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (jikalau ada).

. Mengidentifikasi permasalahna yang dirumuskan dari Bab Il, Rancangan Awal

RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS

RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan

aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan

kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjagan antara realita/capaian

pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalah

dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa

permasalahan yang bersifat dominan.

. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan

berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab

sebelumnya.

. Mengidentifikasi isu strategic sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasinal, dan

regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun

tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat

dipertanggungjawabkan antara lain: RPIMN 2025-20292, Renstra K/L, laporan

resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-
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2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
8. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:

a. Permasalahan;

b. Isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional);
dan

c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat
dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan.

Bab Il Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya
didasarkan pada:

a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh
pemerintahan pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

2. Mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini, direkomendasikan
agar Renstra Perangkat Daerah cukup memiliki 1(satu) tujuan.

3. Jika Perangkat Daerah mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra Perangkat
Daerah direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua
urusandimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-
masing urusan yang diampu.

4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah disusun dengan:

a. Kalimat kondisi;

b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan

d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta
merupakan intermediate outcome.

5. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang
komprehensif  berisikan  langkah-langkah/upaya  yang akan  dilakukan
diantaranyaberupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan
program/kegitan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk
mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
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7. Penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan
kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan
sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

8. Penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah untuk Kabupaten/kota dapat disajikan
berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat
disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

9. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja
yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka
mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran,
outcome, dan output.

2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam
Peratutran Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari
tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program
tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD
yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang
terseleksi.

5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

6. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Bab V Penutup



BAB Il

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berkedudukan Sebagai Unsur Penunjang Otonomi

Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah

Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang.

I1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 80 Tahun 2023 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tugas dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik dijabarkan sebagai berikut:
(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa
dan politik;

Pelaksanaan administrasi badan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Merencanakan Program Kerja Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat terikat Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan
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politik;

k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan dengan SKPD yang terkait untuk
mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal,

I.  Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

m. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan
administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan,
perlengkapan dan peralatan;

n. Menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;

0. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
dan karakter bangsa;

p. Merumuskan kebijakan penyelengaraan bidang politik dalam negeri;

g. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;

r. Merumuskan Kkebijakan penyelenggaraan bidang kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik;

s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan
pemerintah dearah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

t. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau
nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi kesatuan bangsa
dan politik;

u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan, dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

(2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekertaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan

pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum,

keuangan, dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoodinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
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Pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Badan;

Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;

. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan

Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah

dinas;

Mengukuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Mengoordinasiakan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga
terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian,

evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan Badan;

. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi

Pemerintahan di Lingkup Badan;

. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;

Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan

barang;

. Mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian

dan hukum;

. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan ketatalaksana;
Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan
informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
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nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
(3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta
pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas
asing.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi
kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan
organisasi Kemasyarakatan;
b. Penyipan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan
organisasi kemasyarakatan.
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang politik dalam negeri dan
organisasi kemasyarakatan.
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi
kemasyarakatan.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik yang berkaitan dengan tugasnya.
Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan
lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan

Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui
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perkembangan pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas pengawasan ormas dan ormas asing;

Melaksanakan perumusan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas
dan ormas asing;

Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas
dan ormas asing;

Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas
dan ormas asing;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas pengawasan ormas dan ormas asing;

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;

Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

(4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin olen Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika,
sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan oraang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesatuan bangsa.

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas sehingga berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Kesatuan Bangsa untuk megetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah
dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang idiologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah
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kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasikelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah
kabupaten;

. Melaksanakan perumusan teknis di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasikelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah
kabupaten;

. Melaksanakan kebijakan di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,
serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasikelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah
kabupaten;

Melaksanakan koordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,
serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasikelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah
kabupaten;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang idiologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal
ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
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penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasikelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di
wilayah kabupaten;

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non
pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
kesatuan bangsa;

Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang pengadaan,

pemberhentian, dan informasi kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan kesatuan bangsaperumusan kebijakan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Susunan struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditunjukan dalam struktur

berikut:
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Kepala Badan
Kesatuan Bangsa & Politik

Sekretaris

Ka. Sub Bagian Ka. Sub Bagian
Umum & Perencanaan dan

Kepegawaian Keuangan

Ka. Bidang Politik Dalam
Negeri & Organisasi
Kemasyarakatan

Ka. Bidang Kesatuan Bangsa

Analisis Kebijakan Ahli
Muda Sub Koordinator
Politik Dalam Negeri

Jabatan Fungsional

Analisis Kebijakan Ahli
Muda Sub Koordinator
Organisasi kemasyarakatan

Jabatan Fungsional

Analisis Kebijakan Ahli
Muda Sub Koordinator
idielogi, Wawasan
Kenbangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya,
dan Agama

Jabatan Fungsional

17

Analisis Kebijakan Ahli

Muda Sub Koordinator

Kewaspadaan Dini dan
Penanganan Konflik

Jabatan Fungsional




11.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan politik di
dukung oleh sumber daya yang telah ada, diantaranya sebagai berikut:
11.2.1 Sumber Daya Manusia
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan
ketersediaan sumber daya manusia/ aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas.
Jumlah dan kualitas personil pada badan kesatuan bangsa dan politik dapat ditujukan

pada beberapa diagram berikut:

Jabatan Struktural

H Eselon Il
H Eselon Il
M Eselon IV

M Fungsional Jabatan

Berdasarkan komposisi Struktural di tahun 2024, pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik hanya terisi pada jabatan eselon dimana 111 Sebanyak 3 orang dan Eselon 1V sebanyak
2 orang sedangkan Fungsional Jabatan Sebanyak 3 orang. Pada tingkat pendidikan, pejabat
struktural terdiri atas S1 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 7 orang. Staf terdiri atas SLTA
sebanyak 2 orang ; S1 sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Tenaga Administrasi, SLTA
sebanyak 3 orang; D3 sebanyak 1 orang; S1 sebanyak 6 orang. Hal ini dapat di tunjukkan pada

diagram di berikut ini:
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terisi pada jabatan Struktural sebanyak 3 orang pada golongan IV dan 3 orang pada golongan

I11, sedangkan untuk staf, terdapat pada golongan Il sebanyak 2 orang, golongan Il sebanyak

Jabatan
Struktural

Berdasarkan Golongan kepangkatan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol hanya

4 Orang

[1.2.2 Sarana dan Prasana
Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung Sejumlah saran

dan Peasarana meliputi kendaraan dinas, inventaris/peralatan Kantor dan perlengkapan

lainnya.

Jabatan

Tingkat Pendidikan

Fungsional

Staf

0

Tenaga

Administrasi

ES2 mS1 mD3 mSLTA

1) Kendaraan Dinas terdiri dari :

No Uraian Kondisi Jumlah Aset
Baik Rusak Rusak Berat
Ringan
1. Kendaraan Roda 4 2 - - 2 Unit
2. Kendaraan Roda 2 6 1 2 9 Unit
Jumlah 8 1 2 11 Unit
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2) Aset terdiri dari:

No. Uraian Kondisi Jumlah
Baik Rusak Rusak Aset
Ringan Berat
1. |AC 8 - 2 10 unit
2. | Komputer/PC 5 - 1 6 unit
3. | Printer 8 - - 8 unit
4. | Laptop 5 - 2 7 unit
5. UPS 2 - 3 5 unit
6. | Meja Kerja 24 - - 24 Unit
7. | Meja Rapat 1 - - 1 Buah
8. | Kursi 50 Buah
9. | Filling Cabinet - 5 - 5 Buah
10. | Lemari Arsip 6 - - 6 Buah
11. | TV - 2 - 2 Buah
12. | Kursi Tamu 1 1 - 2 buah
13. | Kursi Tunggu 1 - - 1 buah
14. | Meja Makan Besi 1 - - 1 set
Jumlah 123

11.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.3.1 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2025-2029

pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik telah memberikan pelayanan yang cukup

maksimal dengan memprioritaskan program - program yang mendukung sasaran Renstra

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan tugas dan fungsinya dalam urusan

strategis yang tercermin dalam Tabel T-C.24 dengan forma sebagai berikut:
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TC.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidenreng Rappang

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
28 p 24 p 28 R
ata - rata
Pertumbuhan
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
98,3 97,90
BELANJA 3.208.595.000 | 4 417 507.852 4.258.435.000 18.585.489.000 | 55 667.337.000 4.266.334.178 | 3.996.182.772 | 18.309.265.730 | 25.128.492.323 96,57%1|[193,15% 5% %
A . 93,3
Belanja Operasi 3.182.745.000 | 4 359 002.852 4.197.060.000 18.542.410.000 | 5 g5 337.000 4.207.829.178 | 3.934.825.772 | 18.267.608.732 25.113.492.323 96,53% | 93,87% oo, | 9:90%
. . 96,8 98,88
Belanja Pegawai 1.986.714.000 | g8 845,000 1.707.324.048 1.586.852.148 | | 4177 651.000 1.888.270.617 | 1.647.158.543 | 1.537.476.132 1.461.154.338 95,32% | 96,19% 8% | %
Belanja Barang 77,0 74,18
dan Jasa 1.196.031.000 | 659 159,600 1.677.337.700 1.994.472.600 | 5 153 297.000 1.570.560.309 | | 514418977 | 1.769.047.348 1.500.979.985 96,40% | 90,82% 8% %
. . 100
Belanja Hibah - | 48908252 812,308,252 14.961.085.252 22.151.389.000 i 748.998.252 773.248.252 14.961.085.252 22.151.358.000 100% | 95.18% | o 100%
A 96,7
Belanja Modal 25.850.000 | 5g 505.000 61.375.000 43.079.000 | 45 000.000 . 58.505.000 61.357.000 41.656.998 15.000.000 100% gange 0% | 100%
Belanja Peralatan 96,7
dan Mesin 25.850.000 | 5g 565,000 61.375.000 43.079.000 | 15 600.000 - 58.505.000 61.357.000 41.656.998 15.000.000 100% 100% 0% | 100%
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Berdasarkan tabel diatas, masih banyak terdapat kesenjangan pelayanan pada badan
kesatuan bangsa dan politik, hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya target kinerja
pelayanan yang belum tercapai bahkan tidak terlaksana. Target pelayanan tercapai pada
beberapa target diantaranya terpenuhinya dokumen laporan intelijen, pendidikan politik bagi

masyarakat dan Sumber Daya Manusia partai politik serta

Berikut disajikan data angka kriminalitas dan unjuk rasa (aksi damai) di wilayah Kab. Sidrap.
ANGKA KRIMINALITAS KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tahun 2020-2024

No. JENIS KRIMINAL TAHUN

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Jumlah Kasus Narkoba 0 0 66 77 119
2. | Jumlah Kasus Pembunuhan 3 1 0 0 1
3. | Jumlah Kasus Seksual 12 1 13 14 15
4. | Jumlah Kasus penganiayaan 62 6 146 153 201
5. | Jumlah Kasus pencurian 55 9 93 183 201
6. | Jumlah Kasus Penipuan 21 2 42 31 126
7. | Jumlah Kasus pemalsuan Uang 1 0 0 0 0
Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun 154 19 360 458 663

Sumber data:Polres Sidrap

JUMLAH UNJUK RASA ( ASPIRASI DAMAI) DI KAB. SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2019-2023

No. JENIS KRIMINAL TAHUN

2020 2021 2022 2023 2024
1. Bidang Politik - - - - 2
2. Ekonomi - 1 3 1 -
3. Kasus Pemogokan Kerja - - - - -
Jumlah Unjuk Rasa Selama 1 - 1 3 1 2
Tahun

Sumber data: Polres Sidrap
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11.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelompok sasaran pada layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada umumnya

1.
2.
3.

Pegawai Badan Kesbhangpol,

Instansi pemerintah terkait dengan TUPOKSI Kesbangpol;

Anggota Pengurus FKUB/FKDD/FPK/Camat/Sekcam, Lurah/Sekel, Kasi Kesra
Kecamatan;

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (TOGA/TOMAS);

Masyarakat, Mahasiswa, dan Pelajar; dan

Pengurus Parpol, Ormas; OKP, LSM.

I1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2025 s.d 2029,

ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan. Permasalahan tersebut adalah permasalahan internal dan eksternal. Beberapa

permasalahan tersebut antara lain:

1)

2)

Permasalahan Internal;

Masalah pokok yang terjadi dalam internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah
Sumber Daya Manusia yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas juga
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tidak mencukupi sehingga menambah
lambatnya proses pelayanan administrasi.

Permasalahan Eksternal;

Isu-isu eksternal yang menjadi tantangan dalam pelayanan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik yang dapat di tunjukkan dalam beberapa aspek, yaitu:
> ldeologi

Yang menjadi tantangan dalam aspek ini adalah adanya keinginan beberapa kelompok
masyarakat yang ingin mencoba mengganti dasar negara, hal ini cukup mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu kerja keras dari semua pihak
termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tetap
terus berusaha mempertahankan Ideologi negara kita yaitu Pancasila.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu terus memperkuat wawasan kebangsaan

dan bela negara masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai empat pilar Kebangsaan.

> Politik
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Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pemilihan
kepala daerah sudah meningkat, hal ini akan terus di tingkatkan pada pemilu berikutnya.
Akan tetapi tingkat partisipasi bukanlah satu-satunya yang menjadi tolak ukur
membaiknya demokrasi bangsa kita. Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah
masih rendahnya cara pandang/pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi yang baik.
Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh
berita-berita bohong atau hoaks baik secara langsung maupun melalui media-media
sosial sehingga dapat menjadi potensi dalam masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dengan
terus melaksanakan pendidikan politik bagi masayarakat, baik itu kaum marjinal, kaum
perempuan, pemilih pemula, masyarakat umum maupun Sumber Daya Manusia Partai
Politik.

» Sosial, Ekonomi dan Budaya

Adanya Potensi konflik berlatar belakang isu SARA, ekonomi, sosial dan budaya
di masyarakat juga menjadi tantangan tugas pelayanan Badan Kesatuan politik, dimana
masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama
serta latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadi
gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Masih tingginya penyakit masyarakat terutama penyalahgunaan narkoba, penipuan-
penipuan melalui media komunikasi dan lain-lainya juga menjadi tantangan yang
cukup besar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang ditandai dengan maraknya
pendirian organisasi kemasyarakatan juga menjadi tugas pokok bagi Badan Kesatuan
bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka di
lapangan, sehingga ormas-ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila dan
aktivitas ormas yang bertentangan dengan budaya masyarakat Kabupaten Sidenreng

Rappang yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dengan mudah teratasi.
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Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Masih rendahnya - Kurangnya pemahaman Kurang sosialisasi
pengamalan aparatur dan masyarakat wawasan kebangsaan
; : terhadap pancasila dan . K h
ideologi dan wawasan kebangsaan rangnya pemanaman
wawasan 9 nilai-nil_ai pancasila bagi
kebangsaan generasi muda
- Berkembangnya penyakit - Rendahnya pemahaman
masyarakat khususnya masyarakat tentang
penyalahgunaan narkotika dan|  narkotika dan prekursor
prekursor narkotika, miras, narkotika, miras, judi,
- Kurangnya sarana dan

prasarana pendukung
aktivitas kegiatan

- Kurangnya peran serta
Tokoh Agama, tokoh
Masyarakat Adat-
Istiadat di dalam
memberikan
pemahaman bahaya
narkotika dan prekursor
narkotika, miras, judi,

dil
2. | Potensi Munculnya paham- paham | Rendahnya pemahaman
timbulnya radikal, separatisme dan dan pengamalan
konflik SARA, terorisme yang mengganggu terhadap nilai-nilai
Ipoleksosbud keamanan dan Kketertiban pancasila
Derasnya arus - Inflitrasi budaya baru
informasi/media melalui kepada generasi muda
penyebaran berita melalui gaya hidup
bohong/hoaks telah menghilangkan
nilai kesatuan, etika
dan moral
Rendahnya pengawasan - Kurangnya partisipasi
pemerintah terhadap aktifitas masyarakat dalam
ormas di lapangan kajian atau penelitian
Keberadaan dan aktifitas tentang perpolitikan di
ormas kurang terpantau Kab. Sidenreng
Rappang

11.6 Isu-lIsu Strategis
Berdasarkan telahaan dari gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dapat

ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:
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vk N

Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

Berkembangnya penyakit masyarakat seperti narkoba, miras, dll.
Rendahnya pengawasan terhadap keberadaan/aktivitas ormas.
Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang cara berdemokrasi yang baik.

Adanya potensi konflik yang jika tidak tertangani dapat menjadi konflik.
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Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG
MENJADI KEWENANGAN
PD

PERMASALAHAN PD

ISU KLHS YANG
RELEVAN DENGAN
PD

ISU LINGKUNAGN DINAMIS YANG
RELEVAN DENGAN PD

GLOBAL

NASIONAL

REGIONAL

ISU STRATEGIS PD

)

)

3)

(4)

()

(6)

()

Membina dan
mengoordinasikan pelaksanaan
ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan

belum optimalnya pemahaman
masyarakat tentang wawasan
kebangsaan dan rasa cita tanah
air

Membantu dalam mencegah
penyalahgunaan narkotika

belum optimalnya pemahaman
masyarakat tentang pentingnya
pengetahuan politik dan
demokrasi dalam
penyelenggaraan pemilu
maupun pemerintahan

Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam berbagai
aspek kehidupan politik dan
sosial

masih adanya ormas yang
tidakmelapor dan tidak
mendaftarkan diri untuk
mendapatkan SKT

Memantau keberadaan orang
asing, tenaga kerja asing, dan
lembaga asing di wilayah
kabupaten/kota

masih adanya gangguan
ketertiban di masyarakat yang
mengganggu kondusifitas
daerah

Menjaga kerukunan antarsuku,
intra-suku, dan antarumat
beragama di daerah

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas
Sumber Daya Manusia pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Berkembangnya penyakit
masyarakat seperti narkoba, miras,
dll.

3.Rendahnya pengawasan terhadap
keberadaan/aktivitas ormas.

4.Rendahnya pengetahuan
masyarakat tentang cara
berdemokrasi yang baik.

5. Adanya potensi konflik yang jika
tidak tertangani dapat menjadi
konflik.
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

I11.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Sasaran merupan penjabaran
dari tujuan. Sasaran mengambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat
memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian
tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan sejumlah sasaran yang mengambarkan kondisi
yang harus di capai pada tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
yaitu: Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pembiaan dan
Pengembagan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Mendasari tujuan Renstra Perangkat Daerah dan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi
permasalahan di daerah melalui Rencana Pembanguanan Dearah Tahun 2025-2029, dapat dirumuskan
tujuan : “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis” dan sasaran Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

1) Menigkatnya pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan

2) Terwujunya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisifatip dalam Kehidupan Politik dan

Pemerintahan

3) Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembagunan
Daerah

4) Menigkatnya Kualitas Tata Kelolah Keuangan dan Kinerja
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TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

FINAL RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN BASELINE TARGET TAHUN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KET
RPJMD YANG RELEVAN 2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- Meningkatnya Keamanan, Mewujudkan Persentase Penyelesaian Konflik
Ketertiban dan Ketentraman Kehidupan (SARA,POLEKSOSBUD) (%)
Masyarakat Masyarakat yang 100 100 100 100 100 100 100
Kondisif dan
Demokratis
Indeks Harmoni Indonesia (Indeks) 0 67,25 69,87 72,49 74,11 77,73 80,35
Menigkatnya Persentase Kegiatan Sosialisasi dan
pemahaman dan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Pengamalan Nilai nilai yang Dilaksanakan (%) 50 75 90 90 90 100 100
Pancasila dan wawasan
Kebangsaan
Terwujudnya kehidupan | Persentase Partai Politik yang
demokrasi yang Melaksanakan Pendidikan Politik
berkualitas dan Bagi Anggota dan Masyarakat (%)
Partisifatip dalam 0 100 100 100 100 100 100
Kehidupan Politik dan
Pemerintahan
Terbinanya organisasi Tingkat Kepatuhan Ormas
kemasyarakatan sebagai | Terhadap Peraturan Perundang-
mitra strategis Undangan (%) 0 45,93 | 53,33 | 60,74 | 68,15 | 7556 | 82,96
pemerintah dalam
pembagunan Daerah
Menigkatnya Kualitas Predikat Nilai Sakip (Angka)
Tata Kelolah Keuangan 66,60 66,67 | 66,70 | 70 | 70,20 | 70,30 | 70,40
dan Kinerja
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I11.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Secara definisi strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang
menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan lingkungan, yang dirancang untuk
memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat
oleh organisasi (Glueck & Jauch, 1989). Dalam bahasan yang lebih umum strategi adalah
proses penentuan rencana para pemimpin organisasi yang terfokus pada tujuan jangka panjang
organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut
dapat dicapai.

Penerjemahan teknis dari strategi dituangkan dalam bentuk kebijakan publik (public
policy). Kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian tindakan yang menjabarkan
strategi dan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau
sekolompok pelaku organisasi publik guna memecahkan suatu masalah (Anderson, 1984).
Dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang
dikembangkan oleh badan/ pejabat pemerintah.

Pengertian ini pada akhirnya akan berimplikasi kepada:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi
pada tujuan;

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;

4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah
mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;

5. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang- undangan dan bersifat
memaksa (otoritatif).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidenreng Rappang, maka ditetapkan arah kebijakan selama 5 tahun kedepan
sebagai berikut :

30



Tabel 3.5.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

OPERASIONALISASI

ARAH KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

A0S NSPK RPJMD RENSTRA PD NS
() ) ®3) (4) ()
Mengembangkan sistem | meningkatkan kesadaran
keamanan terpadu masyarakat tentang

berbasis nilai realigius
dan kearifan lokal
melalui penguatan
koordinasi antar lembaga
keamanan, peningkatan
peran tokoh agama, adat
dan pemuda dalam
pembinaan masyarakat,
serta pengembangan pola
pencegahan penyakit
sosial berbasis nilai
budaya dan agama

pentingnya nilai-nilai
pancasila dan wawasan
kebangsaan

meningkatkan kualitas
pelayanan publik untuk
meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan kualitas
demokrasi

mengakui dan menghargai
peran organisasi
kemasyarakatan sebagai
mitra strategis pemerintah
dalam pembangunan daerah
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk
mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan
arah kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya.Penyusunan program mengacu
kepada program Rencana pemerintah daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2025-2029.

Program merupakan penjabaran kebijakn perangkat daerah dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk
mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan

arah kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya

Uraian Program dan kegiatan pada tahun 2026-2030 dapat diuraikan pada tabel
berikut:
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TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR BASELINE DAERAH
PCI)QL(J)TC(;:I-‘\(’DA'\;/IE/ OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JAWAB
(01) (02) 03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
8.01 - KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK 4.911.729.000,00 4.950.812.450,00 4.990.622.986,00 5.012.845.306,00 5.009.017.578,00
8.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 2.088.029.000,00 2.117.112.450,00 2.146.922.986,00 2.159.145.306,00 2.165.317.578,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
e o
- - Urusan Pemerintahan 100 100 100 2.088.029.000,00 100 2.117.112.450,00 100 2.146.922.986,00 100 2.159.145.306,00 100 2.165.317.578,00
Pemerintahan yang Efektif D o Kesatuan Bangsa
. aerah (%) L
dan Efisien Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM
PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN 674.000.000,00 679.000.000,00 684.000.000,00 689.000.000,00 694.000.000,00
KARAKTER
KEBANGSAAN
Meningkatnya Kesadaran Persentase Masyarakat Dinas/Badan yang
Masyarakat Akan Ideologi yang r_nendapatkan menangani Bidang
Pancasila dan Karakter Pemblngan/Penyquhan 50 0 80 674.000.000,00 85 679.000.000,00 90 684.000.000,00 95 689.000.000,00 100 694.000.000,00 Kesatuan Bangsa
Ideologi Pancasila dan o
Kebangsaan Dan Politik
Karakter Bangsa (%)
8.01.03 - PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI 1.018.700.000,00 1.023.700.000,00 1.028.700.000,00 1.033.700.000,00 1.018.700.000,00
PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
Persentase Masyarakat Dinas/Badan yang
Meningkatnya Etika dan dan Su_mber D?ya . menangani Bidang
B 2 Manusia Partai Politik 90 0 100 1.018.700.000,00 100 1.023.700.000,00 100 1.028.700.000,00 100 1.033.700.000,00 100 1.018.700.000,00
udaya Politik Kesatuan Bangsa
yang Mendapatkan Dan Politik
Pendidikan Politik (%)
8.01.04 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
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Meningkatnya Ketertiban

Persentase Organisasi

Dinas/Badan yang

A Masyarakat dan menangani Bidang
gzg;;;;iilakatan Masyarakat yang 0 0 80 30.000.000,00 80 30.000.000,00 80 30.000.000,00 80 30.000.000,00 80 30.000.000,00 Kesatuan Bangsa
Diberdayakan (%) Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN 318.000.000,00 318.000.000,00 318.000.000,00 318.000.000,00 318.000.000,00
EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA
. Persentase Pembinaan Dinas/Badan yang
Meningkatnya Ketahanan A
Masya?akat >r/nelalui dan Pengembangan 90 0 85 318.000.000,00 90 318.000.000,00 90 318.000.000,00 100 318.000.000,00 100 318.000.000,00 | Menangani Bidang
Pembinaan Sosial Budaya Ket{ihananEkonoml, Kesatuap_Bangsa
Sosial, dan Budaya (%) Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN 783.000.000,00 783.000.000,00 783.000.000,00 783.000.000,00 783.000.000,00
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Persentase Koordinasi
Meningkatnya Deteksi Dini .T.!mp&n?n Dserahkdan Dmas/Badgg_);ang
dan Penyelesaian Konflik Im dafam Rangka 100 100 100 783.000.000,00 100 783.000.000,00 100 783.000.000,00 100 783.000.000,00 100 783.000.000,00 | enangani Biaang
Sosial C(_egah dan _Deteksn Kesatuapoangsa
Dini Konflik dalam Dan Politik
Daerah (%)
TOTAL 4.911.729.000.00 4.950.812.450.00 4.990.622.986.00 5.012.845.306.00 5.009.017.578.00
KESELURUHAN T e T e T
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TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Meningkatnya
Keamanan,
Ketertiban dan
Ketentraman
Masyarakat

Mewujudkan
Kehidupan
Masyarakat yang
Kondisif dan
Demokratis

Persentase Penyelesaian Konflik
(SARA,POLEKSOSBUD) (%)

Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)

Menigkatnya
pemahaman dan
Pengamalan Nilai nilai
Pancasila dan
wawasan Kebangsaan

Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan
Nilai-Nilai Kebangsaan yang Dilaksanakan
(%)

Meningkatnya
Kesadaran Masyarakat
Akan Ideologi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Persentase Masyarakat yang mendapatkan
Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan
Karakter Bangsa (%)

8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

Capaian Masyarakat
yang mendapakan
pembinaan penyuluhan
ideologi pancasila dan
karakter bangsa
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Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun (Dokumen)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara (Keluarga)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan




NSPK DAN
SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN /

RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) o7) 08)

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan (Orang)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Jumlah Paskibraka (Orang)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila
(Orang)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas
Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan
Purnapaskibraka (Dokumen)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (©08)

Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun (Dokumen)

8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang
Disusun (Dokumen)

8.01.02.2.01.0002 - Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan (Orang)

8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)

8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)

8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
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NSPK DAN
SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN /

RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara (Keluarga)

8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam Semua
Aspek Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara

Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas
Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan
Purnapaskibraka (Dokumen)

8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap
aktivitas kepaskibrakaan dan
Purnapaskibraka

Jumlah Paskibraka (Orang)

8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan
Paskibraka

Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)

8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan
kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)

8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas
Purnapaskibraka Duta Pancasila

Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila
(Orang)

8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan
Purnapaskibraka Duta Pancasila

Meningkatnya
Ketahanan Masyarakat
melalui Pembinaan
Sosial Budaya

Persentase Pembinaan dan Pengembangan
KetahananEkonomi, Sosial, dan Budaya (%)

8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA

Cakupan Pembinaan dan
Pengembangan
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah yang Disusun (Dokumen)

8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah yang
Disusun (Dokumen)

8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah (Laporan)

8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah (Orang)

8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah (Orang)

8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah yang Disusun (Dokumen)

8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah yang
Disusun (Dokumen)

8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah (Orang)

8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
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NSPK DAN
SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN /

RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08)
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di 8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Koordinasi di Bidang Ketahanan
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
Daerah (Orang) dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi 8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan
dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kepercayaan di Daerah (Laporan) Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Terwujudnya Persentase Partai Politik yang Melaksanakan

kehidupan demokrasi
yang berkualitas dan
Partisifatip dalam
Kehidupan Politik dan
Pemerintahan

Pendidikan Politik Bagi Anggota dan
Masyarakat (%)

Meningkatnya Etika
dan Budaya Politik

Persentase Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia Partai Politik yang Mendapatkan
Pendidikan Politik (%)

8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Presentase masyarakat

dan partai politik yang

mendpatkan sosialisasi
dan pendidikan pemilih
Pemula

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
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Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun (Dokumen)

8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik




NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
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Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
(Laporan)

8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas
Paskibraka (Kegiatan)

8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah (Orang)

8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)

8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Daerah




NSPK DAN
SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN /

RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah yang Disusun (Dokumen)

8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)

8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah (Orang)

8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
(Laporan)

8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas
Paskibraka (Kegiatan)

8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas
Paskibraka

42




NSPK DAN
SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN /

RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Meningkatnya Deteksi
Dini dan Penyelesaian
Konflik Sosial

Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan
Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini
Konflik dalam Daerah (%)

8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

persentase peningkatan
kewaspadaan nasional,
peningkatan kualitas dan
fasilitas penanganan
konflik sosial
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Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
(Dokumen)

8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun (Dokumen)

8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah yang
Disusun (Dokumen)

8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)

8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)

8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial
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Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)

8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun (Dokumen)

8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah yang
Disusun (Dokumen)

8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)

8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)

8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah
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Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi 8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan
dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, | Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum 8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pimpinan Daerah
(Dokumen) Kabupaten/Kota
Terbinanya organisasi Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan
kemasyarakatan Perundang-Undangan (%)
sebagai mitra strategis
pemerintah dalam
pembagunan Daerah
Meningkatnya Persentase Organisasi Masyarakat dan 8.01.04 - PROGRAM
Ketertiban Organisasi Masyarakat yang Diberdayakan (%) PEMBERDAYAAN DAN
Kemasyarakatan PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Persentase Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang 8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan

Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
masyarakat
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Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah yang Disusun (Dokumen)

Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah (Laporan)

8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah (Orang)

8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan




NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) o7) 08)

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah (Orang)

8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah yang Disusun (Dokumen)

8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
(Dokumen)

8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah (Orang)

8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah (Laporan)

8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Menigkatnya Kualitas
Tata Kelolah
Keuangan dan Kinerja

Predikat Nilai Sakip (Angka)

Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Efektif dan Efisien

Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah (%)

8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
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Tingkat Ketepatan
Waktu Pelaporan
Perencannaan,
Penganggaran dan
Capaian Kinerja
Pemerintah Daerah
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Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD (Dokumen)

8.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

8.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)

8.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)

8.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD (Dokumen)

8.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Laporan)

8.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD (Dokumen)

8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)

8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD (Dokumen)

8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD
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Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)

8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Laporan)

8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Cakupan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)

8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
(Laporan)

8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN (Orang/bulan)

8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN (Orang/bulan)

8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)

8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
(Laporan)

8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Cakupan Administrasi
Umum Perangkat Daerah
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Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)

8.01.01.2.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.2.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah
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Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)

8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Persentase Pengadaan
Barang Milik Daerah

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)

8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Disediakan (Unit)

8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)

8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Disediakan (Unit)

8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Cakupan Ketersedian
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
(Laporan)

8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)

8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat (Laporan)

8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat (Laporan)

8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
(Laporan)

8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)

8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Cakupan Ketersedian
Pemeliharaan Barang
Milik daerah

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya (Unit)

8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Unit)

8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit)

8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Unit)

8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya (Unit)

8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit)

8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

8.01.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

50




Tabel 4.3.
Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
/PROGRAM/OUTCOME/KEGIAT | o o oe S o BASELINE 2024 KET.
AN/SUB KEGIATAN OUTPUT 2026 2027 2028 2029 2030
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1) (2) (©) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14)

KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK 4.911.729.000 4.950.812.450 4.990.622.986 5.012.845.306 5.009.017.578
PROGRAM PENGUATAN Persentase
IDEOLOGI PANCASILA DAN | Masyarakat Yang
KARAKTER KEBANGSAAN mendapatkan

Pembinaan/Penyuluh %

an Ideologi Pancasila 674.000.000 679.000.000 684.000.000 689.000.000 694.000.000

dan Karakter Bangsa

Sub kegiatan Penyusunan
Program Kerja di Bidang
Ideologi Wawasan

Jumlah Dokumen
Porgram Kerja di
Bidang Ideologi

Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,

Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter

Pembaruan Kebangsaan, | Bangsa, Pembaruan Dokumen ! 6.000.000 ! 6.000.000 L 6.000.000 ! 6.000.000 ! 6.000.000
Bineka Tunggal lka dan Kebangsaan, Bineka
Sejarah Kebangsaan Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
yang di Susun
Sub kegiatan Perumusan Jumlah Kebijakan
Kebijakan Teknis di teknis di Bidang
Bidang Ideologi Ideologi Wawasan
Wawasan Kebangsaan, Kebangsaan, Bela
Bela Negara, Karakter Negara, Karakter Dokumen 1 6.000.000 1 6.000.000 2 6.000.000 2 6.000.000 2 6.000.000

Bangsa, Pembaruan
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Bangsa, Pembaruan
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan

Sejarah Kebangsaan
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Sub Kegiatan Jumlah orang yang
Pelaksanaan Kebijakan di | mengikuti pelaksanaan
Bidang Ideologi Wwasan | di Bidang Ideologi
Kebangsaan, Bela Wawasan Kebangsaan,
Negara, Karakter Bangsa, | Bela Negara, Karakter Orang 70 56.000.000 70 61.000.000 80 66.000.000 80 71.000.000 80 76.000.000
Pembauran Kebangsaan, Bangsa, Pembaruan
Bhineka Tunggal lka dan | Kebangsaan, Bineka
Sejarah Kebangsaan Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Sub kegiatan Pelaksanaan | Jumlah orang yang
Koordinasi di Bidang mengikuti koordinasi
Ideologi Wwasan di Bidang Ideologi
Kebangsaan, Bela Wawasan Kebangsaan,
Negara, Karakter Bangsa, | Bela Negara, Karakter Orang 70 70 80 80 80
Pembauran Kebangsaan, Bangsa, Pembaruan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Bhineka Tunggal lka dan | Kebangsaan, Bineka
Sejarah Kebangsaan Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Sub kegiatan Monitoring | Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi dan Pelaporan di | Monitoring evaluasi
Bidang Ideologi dan pelaporan di
Wawasan Kebangsaan, Bidang Ideologi
Bela Negara, Karakter Wawasan Kebangsaan, Laporan 1 1 1 1 1
Bangsa, Pembaruan Bela Negara, Karakter 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Kebangsaan, Bineka Bangsa, Pembaruan
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Bineka
Kebangsaan Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Sub Kegiatan Jumlah keluarga yang
Pembentukan dan mengikuti
penumbuhan karakter Pembentukan dan
keluarga melalui penumbuhan karakter
peningkatan kesadaran keluarga melalui
masyarakat akan peningkatan kesadaran
pentingya penghayatan masyarakat akan
dan pengalaman pentingya penghayatan | Keluarga ! 5.000.000 ! 5.000.000 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000
pancasila dan dalam dan pengalaman
semua aspek kehidupan pancasila dan dalam
bermasyarakat, berbangsa | semua aspek
dan bernegara kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan
bernegara
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Sub kegiatan Pembinaan Laporan Hasil
Terhadap Aktifitas Pembinaan Aktivitas
Kepaskibrakaan dan Kepaskibrakaan dan Laporan 1 1 1 1 1
Purnapaskibraka Laporan Hasil 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Pembinaan
Purnapaskibraka
Sub kegiatan Jumlah Paskibraka
Pembentukan Paskibraka Orang % 565.000.000 70 565.000.000 0 565.000.000 n 565.000.000 " 565.000.000
Sub kegiatan Pembinaan Laporan hasil
lanjutan kepada purna pembinaan lanjutan
paskibraka duta pancasila | kepada Dokumen 1 1 1 1 1
pumapaskibraka duta 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
pancasila
Sub kegiatan Pelaksanaan | Laporan hasil
tugas Purnapaskibraka pelaksanaan tugas
duta pancasila Purnapaskibraka duta | DCKUMeN 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000
pancasila
Sub kegiatan Jumlah purna
Pengangkatan paskibraka duta
pumapaskibraka duta pancasila Orang 55 6.000.000 0 6.000.000 70 6.000.000 70 6.000.000 70 6.000.000
pancasila
PROGRAM PENINGKATAN Persentase
PERAN PARTAI POLITIK Masyarakat dan
DAN LEMBAGA sumber daya
PENDIDIKAN MELALUI manusia partai %
PENDIDIKAN POLITIK DAN | politik yang 1.018.700.000 1.023.700.000 1.028.700.000 1.033.700.000 1.018.700.000
PENGEMBANGAN ETIKA mendapatkan
SERTA BUDAYA POLITIK endidikan politik
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Sub kegiatan Penyusunan
Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik,Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,Perwakilan
dan Partai

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang Pendidikan
Politik,Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,Perwaki

Politik,Pemilihan lan dan Partai Dokumen 6.000.000 4 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Umum/Pemilihan Umum | Politik,Pemilihan
Kepala Daerah, serta Umum/Pemilihan
Pemantauan Situasi Umum Kepala Daerah,
Politik di Daerah serta Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
Sub kegiatan Jumlah Kebijakan di
Penyusunan Bahan Bidang Pendidikan
Perumusan Kebijakan di Politik,Etika Budaya
Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan
Politik, Etika Budaya Demokrasi, Fasilitasi
Politik, Peningkatan Kelembagaan
Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan,Perwaki
Kelembagaan lan dan Partai
Pemerintahan, Politik, Pemilihan Dokumen 6.000.000 3 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik

Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
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Sub kegiatan Pelaksanaan
kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai

Jumlah orang yang
mengikuti pelaksanaan
kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan

Politik, Pemilihan Pemerintahan, Orang 100 988.700.000 110 993700000 | 2% | 998.700.000 130 14003700000 | 140 988.700.000
Umum/Umum Kepala Perwakilan dan Partai
Daerah, serta Pemantauan | Politik, Pemilihan
Situasi Politik di Daerah Umum/Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
Sub kegiatan Pelaksanaan | Jumlah Orang yang
Koordinasi di Bidang mengikuti Koordinasi
Pendidikan Politik, Etika | di Bidang Pendidikan
Budaya Politik, Politik,Etika Budaya
Peningkatan Demokrasi, Politik, Peningkatan
Fasilitasi Kelembagaan Demokrasi, Fasilitasi
Pemerintahan, Kelembagaan
Perwakilan dan Partai Pemerintahan,
Politik, Pemilihan Perwakilan dan Partai Orang 30 6.000.000 % 6.000.000 40 6.000.000 45 6.000.000 50 6.000.000

Umum/Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Politik,Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

55




Sub kegiatan penyusunan
Program kerja di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Orang Asing di
Daerah

Jumlah dokumen
program kerja di
Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Orang Asing di
Daerah

Dokumen

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Sub kegiatan Pelaksanaan | Jumlah Laporan Hasil

monitoring, evaluasi dan Monitoring evaluasi

pelaporan di Bidang dan pelaporan di

Pendidikan Politik, Etika | Bidang Pendidikan

Budaya Politik, Politik, Etika Budaya

Peningkatan Demokrasi, Politik, Peningkatan

Fasilitasi Kelembagaan Demokrasi, Fasilitasi

Pemerintahan, Kelembagaan

Perwakilan dan Partai Pemerintahan, Laporan 4 4 4 4 4

Politik, Pemilihan Perwakilan dan Partai 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Umum/Umum Kepala Politik, Pemilihan

Daerah, serta Pemantauan | Umum/Umum Kepala

Situasi Politik di Daerah Daerah, serta

Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Sub Kegiatan jumlah laporan

Pelaksanaan tugas kegiatan pelaksanaan i

paskibraka fugse paskibraka Kegiatan ! 6.000.000 ! 6.000.000 ! 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000
PROGRAM Persentase
PEMBERDAYAAN DAN Organisasi
PENGAWASAN Masyarakat dan % 80 80 80 80 80
ORGANISASI masyarakat Yang 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
PENGAWASAN Diberdayakan

6.000.000
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Sub kegiatan Penyusunan
Bahan Perumusan
kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi

Jumlah kebijakan di
Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan

Dokumen

Sengketa Ormas, Ormas dan Ormas 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Pengawasan Ormas dan Orang Asing di
Ormas Orang Asing di Daerah
Daerah
Sub kegiatan Pelaksanaan | Jumlah orang yang
Kebijakan di Bidang mengikuti Pelaksanaan
Pendaftaran Ormas, Kebijakan di Bidang
Pemberdayaan Ormas, Pendaftaran Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Pemberdayaan Ormas,
Sengketa Ormas, Evaluasi dan Mediasi Orang 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.000.000
Pengawasan Ormas dan Sengketa Ormas,
Ormas Orang Asing di Pengawasan Ormas
Daerah dan Ormas Orang

Asing di Daerah
Sub kegiatan Pelaksanaan | Jumlah Orang yang
Koordinasi di Bidang Mengikuti Koordinasi
Pendaftaran Ormas, di Bidang Pendaftaran
Pemberdayaan Ormas, Ormas, Pemberdayaan
Evaluasi dan Mediasi Ormas, Evaluasi dan
Sengketa Ormas, Mediasi Sengketa Orang 25 6.000.000 25 6.000.000 % 6.000.000 % 6.000.000 % 6.000.000
Pengawasan Ormas dan Ormas, Pengawasan
Ormas Orang Asing di Ormas dan Ormas
Daerah Orang Asing di

Daerah
Sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitirong Monitoring, Evaluasi
Evaluasi dan Pelaporan di | dan Pelaporan di
bidang Pendaftaran Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Ormas, Evaluasi dan Laporan 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000

Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Orang Asing di
Daerah

Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Orang Asing di
Daerah
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PROGRAM PEMBINAAN Persentase

DAN PENGEMBANGAN pembinaan dan
KETAHANAN EKONOMI, Pengembangan ) % 318.000.000
SOSIAL , BUDAYA Ketahanan ekonomi, 318.000.000 318.000.000 318.000.000 318.000.000

sosial dan budaya

Sub Kegiatan Jumlah Dokumen

Penyusunan Program Program Kerja di

Kerja di Bidang Bidang Ketahanan

Ketahanan Ekonomi, Ekonomi, Sosial,

Sosial, Budaya dan Budaya dan Fasilitasi

Fasilitasi Pencegahan Pencegahan

Penyalahgunaan Penyalahgunaan

Narkote, fasilitasi Narkota, fasilitasi Dokumen ! 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000
Kerukunan Umat Kerukunan Umat

Beragama dan Penghayat | Beragama dan
Kepercayaan di Daerah Penghayat
Kepercayaan di
Daerah yang Disusun

Sub Kegiatan Jumlah Kebijakan di
Penyusunan Bahan Bidang Ketahanan
Perumusan Kebijakan di Ekonomi, Sosial,
Bidang Ketahanan Budaya dan Fasilitasi

Ekonomi, Sosial, Budaya | Pencegahan
dan Fasilitasi Pencegahan | Penyalahgunaan

Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi

Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Dokumen 2 6.000.000 3 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000
Kerukunan Umat Beragama dan

Beragama dan Penghayat | Penghayat

Kepercayaan di Daerah Kepercayaan di

Daerah yang Disusun
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Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi,Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkotika, Fasilitasi

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan

Kerukunan Umat Penyalahgunaan Orang 150 100.000.000 250 100000000 | 3% | 100.000.000 300 100.000.000 300 100.000.000
Beragama dan Penghayat | Narkoba, fasilitasi
Kepercayaan di Daerah Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi Mengikuti Koordinasi
di Ketahanan di Bidang Ketahanan
Ekonomi,Sosial, Budaya Ekonomi, Sosial,
dan Fasilitasi Pencegahan | Budaya dan Fasilitasi
Penyalahgunaan Pencegahan
Narkotika, Fasilitasi Penyalahgunaan
Kerukunan Umat Narkote, fasiliasi Orang 150 6.000.000 250 6.000.000 300 6.000.000 300 6.000.000 300 6.000.000
Beragama dan Penghayat | Kerukunan Umat
Kepercayaan di Daerah Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring, | Monitoring, Evaluasi
Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaporan di
di Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya | Ekonomi, Sosial,
dan Fasilitasi Pencegahan | Budaya dan Fasilitasi
Penyalahgunaan Pencegahan
Narkoba, fasilitzsi Penyalahgunaan Laporan 6 200.000.000 8 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000
Kerukunan Umat Narkoba, fasilitasi
Beragama dan Penghayat | Kerukunan Umat
Kepercayaan di Daerah Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM PENINGKATAN Persentasi koordinasi
KEWASPADAAN NASIONAL | pimpinan daerah dan
DAN PENINGKATAN tim dalam rangka
KUALITAS DAN FASILITASI | cegah dan deteksi % LY 783.000.000 Ay 783000000 | %0 | 783.000.000 1001 783.000.000 L 783.000.000

PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

dini konflik dalam
daerah
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Sub Kegiatan
Penyusunan Program
Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama intelejen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama
intelejen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan

Dokumen

Perbatasan Antar Negara, | Perbatasan Antar 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Fasilitasi Kelembagaan Negara, Fasilitasi
Bidang Kewaspadaan, Kelembagaan Bidang
serta Penanganan Konflik | Kewaspadaan, serta
di Daerah Penanganan Konflik di
Daerah
Sub kegiatan Penyusunan | Jumlah kebijakan di
bahan perumusan Bidang Kewaspadaan
kebijakan di Bidang Dini, Kerjasama
Kewaspadaan Dini, intelejen, Pemantauan
Kerjasama intelejen, Orang Asing, Tenaga
Pemantauan Orang Kerja Asing dan
Asing, Tenaga Kerja Lembaga Asing,
Asing dan Lembaga Kewaspadaan
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Dakumen 4.500.000 1 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik
di Daerah

Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
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Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama
intelejen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan

Jumlah orang yang
mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama intelejen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja

Lembaga Asing, Asing dan Lembaga Orang 50 4.500.000 50 4.500.000 50 4.500.000 50 4.500.000 50 4.500.000
Kewaspadaan Perbatasan | Asing, Kewaspadaan
Antar Negara, Fasilitasi Perbatasan Antar
Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik di Kewaspadaan, serta
Daerah Penanganan Konflik di
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah orang yang
Pelaksanaan Koordinasi mengikuti koordinasi
di Bidang Kewaspadaan di Bidang
Dini, Kerjasama Kewaspadaan Dini,
intelejen, Pemantauan Kerjasama intelejen,
Orang Asing, Tenaga Pemantauan Orang
Kerja Asing dan Asing, Tenaga Kerja
Lembaga Asing, Asing dan Lembaga
Kewaspadaan Perbatasan | Asing, Kewaspadaan Orang 240 240 240 240 240
Antar Negara, Fasilitasi Perbatasan Antar 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000
Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik di Kewaspadaan, serta
Daerah Penangan
Sub Kegiatan Jumlah laporan hasil
Pelaksanaan Monitoring, monitoring dan
evaluasi dan pelaporan di | pelaporan di Bidang
Bidang Kewaspadaan Kewaspadaan Dini,
Dini, Kerjasama Kerjasama intelejen,
intelejen, Pemantauan Pemantauan Orang
Orang Asing, Tenaga Asing, Tenaga Kerja
Kerja Asing dan Asing dan Lembaga Laporan 12 4.500.000 12 4.500.000 12 4.500.000 12 4.500.000 12 4.500.000

Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
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Sub Kegiatan
Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Forum koordinasi

Dokumen

12

12

12

12

12

Doerah Kabupatowota | Pimpinan Daoran 675.000.000 675.000.000 675.000.000 675.000.000 675.000.000
Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENUNJANG Cakupan Penunjang

URUSAN PEMERINTAHAN | Urusan .

DAERAH Pemerintahan & 100 | 5 088.029.000 1 2117.112450 | 190 | 2146922086 | 100 | 2150145306 | 190 | 2165317.578

KABUPATEN/KOTA

Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen

Jumlah Dokumen
Perencanaan

Perencanaan Perangkat | Perangkat Daerah Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000
daerah
Sub kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan
dan Penyusunan Laporan | Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerhja dan Realisasi Laporan Hasil Laporan 4 4 4 4 4
kinerja SKPD Koordinasi P 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Sub kegiatan Koordinasi Jumlah Dokumen
dan Penyusunan RKA SKPD dan
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi Dokumen ! 2.000.000 ! 2.000.000 ! 2.000.000 ! 2.000.000 ! 2.000.000
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Sub kegiatan Koordinasi Jumlah Dokumen
dan Penyusunan RKA SKPD dan
Dokumen Perubahan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi Dokumen 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000

Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA
SKPD

62




Sub kegiatan Koordinasi

Jumlah Dokumen

dan Penyusunan DPA- DPA SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi Dokumen 1 2.000.000 1 2,000.000 1 2.000.000 ! 2.000.000 ! 2.000.000
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
Sub kegiatan Koordinasi Jumlah Dokumen
dan Penyusunan DPA SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi Dokumen 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000

Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA SKPD

Sub kegiatan Penyediaan

Jumlah Orang yang

Gajt dan Tunjangan ASN. %enr]z;,'g:, Cajidan | Orang/Bulan 252 11606979000 | 22 | 1636062450 | 292 | 1.665872.986 | 2°2 | 1678.095.306 | 2o | 1684.267.578
Sub kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan
dan Penyusunan Laporan | Keuangan
Keuangan Bulanan/Triwulan/
Bulanan/Triwulanan/Sem | Semesteran SKPD dan
esteran SKPD Laporan Koordinasi Laporan 4 4 4 4 4
Penyusunan Laporan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Keuangan
Bulanan/Triwulan/
Semesteran SKPD
Sub kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan Akhir
dan Penyusunan Laporan | Tahun SKPD dan
Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Laporan ! 1.000.000 ! 1.000.000 L 1.000.000 ! 1.000.000 ! 1.000.000

Sub kegiatan Penyediaan
Komponen instilasi
Listrik/Penerangan

Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan

Paket

Bagunan Kantor Bangunan Kantor yang 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Disediakan

Sub kegiatan Jumlah Laporan

Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan

Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Lapran 127 87.086.000 127 87.086.000 130 87.086.000 132 87.086.000 135 87.086.000

Konsultasi SKPD

Konsultasi SKPD
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Sub kegiatan Pengadaan

Jumlah Paket Mebel

Mebel Yang disediakan Paket 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000

Sub kegiatan Pengadaan Jumlah Unit Peralatan

Peralatan dan Mesin Mesin dan Mesin Unit 8 8 8 8 8

Lainnya Lainnya yang 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
disediakan

Sub kegiatan Penyediaan

Jumlah Laporan

Dinas Operasional atau
Lapangan

Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Jasa Surat Menyurat mg’;gr':{‘ Jasa Surat Laporan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Laporan

Jasa Komunikasi , Penyediaan Jasa

Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Laporan 12 12 12 12 12

Listrik Daya Air dan Listrik 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
yang Disediakan

Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Laporan

Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa

Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang Laporan 12 173.000.000 12 173.000.000 12 173.000.000 12 173.000.000 12 173.000.000
Disediakan

Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Kendaraan

jasa Pemeliharaan, Biaya | Perorangan Dinas

Pemeliharaan dan Pajak Jabatan yang .

Kendaraan Perorangan | Dipelihara dan Unit 1 73.200.000 1 73.200.000 1 73.200.000 1 73.200.000 1 73.200.000

Dinas atau Kendaraan Dibayarkan Pajaknya

Dinas Jabatan

Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Kendaraan

Jasa Pemeliharaan, Biaya | Dinas Operasional

Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang

Perizinan Kendaraan Dipelihara dan Unit 1 7.264.000 1 7.264.000 1 7.264.000 1 7.264.000 1 7.264.000
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Sub kegiatan
Pemeliharaan peralatan

jumlah peralatan dan

mesin lainnya yan i
dan mesin lainnya dipelihara yayang Unit 19 20.000.000 20 20.000.000 21 20.000.000 22 20.000.000 23 20.000.000
Sub kegiatan Jumlah Gedung
Pemeliharaan/rehabilitasi | Kantor dan Bangunan .
gedung kantor dan Lainnya yang Unit ! 20.000.000 ! 20.000.000 ! 20.000.000 ! 20.000.000 ! 20.000.000

bangunan lainnya

Dipelihara/Rehabilitasi
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TABEL 4.3.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH
FINAL

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN KETERANGAN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
I ASPEK DAYA SAING DAERAH
1 | Indeks Harmoni Indonesia | Indeks | 0 | 67,25 | 69,87 | 7249 | 7411 | 77,73 | 8035 |
I ASPEK PELAYANAN UMUM
1 Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik % 15 15 16 16 17 17 17
2 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani % 89 89,5 89,6 89,8 89,9 90 90,1
111 | INDIKATOR KINERJA KUNCI
1 Persent_ase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat % 0 0 80 80 80 80 80
yang Diberdayakan
2 | Persentase Pembinaan dan Pengembangan 0
KetahananEkonomi, Sosial, dan Budaya L 90 0 85 90 90 100 100
3 | Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim
dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam | % 100 100 100 100 100 100 100
Daerah
4 | Persentase Masyarakat yang mendapatkan
Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan % 50 0 80 85 90 95 100
Karakter Bangsa
S | Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 0
Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik % %0 0 100 100 100 100 100
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TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN Meningkatnya Ketahanan 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA

Masyarakat melalui
Pembinaan Sosial Budaya

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

67




8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Meningkatnya Deteksi Dini
dan Penyelesaian Konflik
Sosial

8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten/Kota
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Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bidang urusan yang diemban Badan Kesbangpol adalah urusan penunjang
pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Kinerja
penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah
dijabarkan pada bab — bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan
keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program. Ukuran Kinerja merupakan
instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Kesbangpol. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana
pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesbangpol dalam rangka memperbaiki
kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam
dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian kinerja eselon Il, 11l dan IV Badan Kesatuan Bangsa dan Polilik

Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penentuan Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah

dapat di tampilkan dalam tabel 4.5. beriku
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TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

B RsiEEINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

1. | Persentase Penyelesaian Konflik
(SARA,POLEKSOSBUD) % 100 100 100 100 100 100 100

2. | Indeks Harmoni Indonesia Indeks 0 67,25 69,87 72,49 74,11 77,73 80,35

3. | Persentase Kegiatan Sosialisasi dan
Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan o
yang Dilaksanakan % 50 75 90 90 90 100 100

4. | Persentase Partai Politik yang
Melaksanakan Pendidikan Politik .
Bagi Anggota dan Masyarakat % 0 100 100 100 100 100 100

5. | Tingkat Kepatuhan Ormas
Terhadap Peraturan Perundang- % 0 45,93 53,33 60,74 68,15 7556 | 82,96
Undangan ’ ’ ’ ’ ’ ’

6. | Predikat Nilai Sakip Angka 66,60 66,67 66,70 70 70,20 70,30 70,40
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Sedangkan, indikator Kinerja Kunci yang dapat dilihat pada Tabel 4.6. merupakan indikator program yang termuat dalam RKPD Pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

FINAL RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BASELINE TARGET TAHUN KETERANGAN
NO INDIKATOR STATUS | SATUAN TAHUN
2024 2025 2026 | 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) | (©8) | (09 | (10) | (11) (12)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
1. Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah positif % 100 100 100 100 100 100 100
dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi
Dini Konflik dalam Daerah
2. Persentase Masyarakat dan Sumber Daya positif % 90 0 100 100 100 100 100
Manusia Partai Politik yang Mendapatkan
Pendidikan Politik
3. Persentase Masyarakat yang mendapatkan positif % 50 0 80 85 90 95 100
Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila
dan Karakter Bangsa
4, Persentase Organisasi Masyarakat dan positif % 0 0 80 80 80 80 80
Masyarakat yang Diberdayakan
5. Persentase Pembinaan dan Pengembangan | positif % 90 85 90 90 100 100
Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng
Rappang merupakan rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, guna tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator, target kinerja dan
pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih
lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-
2029 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Renstra Perangkat Daerah
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan
mengacu kepada RKPD. RKPD yang disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi
acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan
Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) dan atau penetapan APBD setiap tahun anggaran.

Demikian Renstra Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan
dan pedoman oleh Kepala Perangkat Daerah beserta staf Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

fidenreng,  Agustus 2025
Kesatuan Bangsa & Politik
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